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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT YANG TIDAK BERIKHTIKAD 

BAIK DALAM SANGKAAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

Erwan Budi Herianto, SH (2210622072), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi 

Advokat sebagai salah satu profesi dibidang hukum didalam tugasnya membela 

klien baik didalam ataupun diluar persidangan dibekali dengan hak Istimewa 

(previlage) berupa perlindungan hukum (hak imunitas) akan tetapi seringkali hak 

Istimewa tersebut disalahgunakan oleh advokat dengan melakukan obstruction of 

justice khususnya didalam perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk 

menghindarkan klien dari upaya penyidikan oleh Penyidik Polri, Kejaksaan 

ataupun KPK. Terdapat perbedaan parameter penilaian ikhtikad baik ataupun 

ikhtikad tidak baik oleh seorang Advokat yang dilakukan oleh Penyidk sehingga 

dianggap melakukan obstruction of justice sehingga terdapat pertentangan antara 

norma hukum yang terdapat didalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 

2003 tentang Advokat dengan realita yang terjadi dilapangan. Permasalahan yang 

menyebabkan advokat dianggap tidak berikhtikat baik dengan melakukan 

obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan tidak 

adanya parameter penilaian Advokat yang tidak berikhtikad baik dan tidak adanya 

perlindungan hukum bagi Advokat yang disangka melakukan obstruction of justice 

khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normative - empiris, dengan menggunakan 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statue 

approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji parameter penilaian advokat yang tidak memiliki 

ikhtikad baik terhadap sangkaan obstruction of justice oleh penyidik dan untuk 

mengetahui analisis perlindungan hukum (hak imunitas) yang dimiliki oleh 

Advokat yang dianggap tidak memiliki ikhtikad baik dengan melakukan 

obstruction of justice khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil dalam 

penelitian ini adalah kriteria Advokat yang dianggap tidak berikhtikad baik adalah 

adanya pelanggaran terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah 

atau janji Advokat serta nilai kelayakan dan kepatutan. Selain itu agar tercipta 

adanya perlindungan dan kepastian hukum maka diperlukan adanya lembaga 

khusus seperti Dewan Kehormatan Advokat yang bertujuan untuk menentukan 

apakah perbuatan Advokat yang dianggap tidak berikhtikad baik tersebut 

bertentangan dengan kode etik atau peraturan perundang-undangan ataukah tidak. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, advokat yang tidak berikhtikad baik, 

obstruction of justice. 
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR ADVOCATES WHO DEEMED NOT TO HAVE 

GOOD FAITH IN SUSPICION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CASES 

OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION 

Erwan Budi Herianto, SH (2210622072), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi 

Advocates as one of the professions in the field of law in their duty to defend clients 

both inside and outside the trial are equipped with privileges in the form of legal 

protection (immunity), but often these privileges are abused by advocates by 

obstruction of justice especially in cases of corruption crimes that aim to prevent 

clients from being investigated by Police Investigators, the Prosecutor's Office or 

the KPK. There are differences in the parameters of the assessment of good or bad 

ethics by an Advocate carried out by the Investigator so that it is considered to be 

an obstruction of justice so that there is a conflict between the legal norms 

contained in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the 

reality that occurs in the field. The problem that causes advocates to be considered 

not to be good at obstructing justice in corruption cases is due to the absence of 

assessment parameters of advocates who are not in good faith and the absence of 

legal protection for advocates who are suspected of obstruction of justice, 

especially in corruption cases. The method used in this study is normative - 

empirical legal research, using a case approach, a legislative approach (statue 

approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). This study aims to 

examine the assessment parameters of advocates who do not have good faith 

against the suspicion of obstruction of justice by investigators and to find out the 

analysis of legal protection (immunity rights) owned by advocates who are 

considered to have no good faith by committing obstruction of justice, especially in 

cases of corruption. The results of this study are that the criteria for Advocates who 

are considered not in good faith are violations of the code of ethics, laws and 

regulations, oath or promise of Advocates as well as the value of feasibility and 

propriety. In addition, in order to create legal protection and certainty, a special 

institution such as the Advocate Honorary Council is needed which aims to 

determine whether the actions of the Advocate who are considered not to be in good 

faith are contrary to the etic code or laws and regulations or not. 

 

Keywords: legal protection, advocates who do not have good intentions, 

obstruction of justice. 
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